WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

WALI KOTA SUBULUSSALAM

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Subulussalam;

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Subulussalam, belum  mengakomodir  kebijakan
penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta
tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat
Daerah Kota Subulussalam.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
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Menetapkan :

10.

11.

12.

Republik Indonesia Nomor 4684);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-
undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun
2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam

Nomor 85);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

13
2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Subulussalam

Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali
Kota.

Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kota adalah unsur penyelenggara
pemerintah kota yang terdiri atas Wali Kota dan
Perangkat Daerah Kota Subulussalam.

Wali Kota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda
adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.

Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota
Subulussalam.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Subulussalam.

Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Subulussalam.

Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran
dari tugas.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang secluruh atau scbagian
besar modalnya dimiliki oleh Dacrah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan olch unit
pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai {leksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari  ketentuan
pengelolaan dacrah pada umumnya

Kerjasama daerah adalah kerjasama yang dilakukan
daerah baik di dalam maupun luar negeri

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yaug
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian  dan
keterampilan tertentu.




BABII
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat
Daerah Kota Subulussalam.

(1)

()

(3)

(4)

)

(6)

(1)

BABIII
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3
Sekretaris Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh
seorang Sekda yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota.
Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
sesuai dengan bidang dan tugasnya.
Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota dan secara Administratif
dikoordinasikan oleh Sekda.
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang
membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian.
Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada kepala Bagian yang bersesuaian.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sebagai berikut;
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan
Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Bagian Pemerintahan teridiri dari:
a. Subbagian Administrasi Pemerintahan; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan
Rakyat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

dan
3. Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,
2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
a. Subbagian Penyusunan Program;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Asisten Administrasi dan Umum terdiri dari :



1. Bagian Umum teridiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;
2. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional; dan
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri
dari:
a. Subbagian Protokol; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Staf Ahli Wali Kota terdiri dari :
1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan
3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kesitimewaan, Sumber
Daya Manusia dan Kerjasama.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 5
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota
dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
dan pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada pasal 5, Sekretaris Daerah menyelenggarakan

fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris Daerah

Pasal 7
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota
dalam  penyusunan kebijakan dan  pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
dan pelayanan administratif.

Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi;
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksnaan tugas perangkat daerah;
c. pelaksanaan kebijakan daerah;



d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah; dan
e. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara pada perangkat daerah.
Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh
dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan
daerah di bidang keistimewaan Aceh dan kesejahteraan
rakyat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
dan hukum;

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang keistimewaan Aceh kesejahteraan rakyat;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pemerintahan, hukum dan keistimewaan Aceh
kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pemerintahan dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang keistimewaan Aceh
kesejahteraan rakyat;

f. penylapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya
aparatur di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan
Aceh dan kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan
Aceh dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan

tugasnya.
Paragraf 1
Bagian Pemerintahan
Pasal 11

Bagian Pemerintahan melaksanakan penylapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerja sama dan otonomi daerah.
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:




a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerja sama dan otonomi daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah; !

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

f. pelaksanaann fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan, Kesitimewaan Aceh dan Kesejahteraan
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

Pasal 13
Subbagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas;

a. menyiapkan bahan pelaksanaa kebijakan daerah
bidang administrasi pemerintahan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah
dibidang administrasi pemerintahan;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

d. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi
pemerintahan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keistimewaan Aceh,
keagamaan, kesejahteraan sosial dan  kesejahteraan
masyarakat.

Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daecrah di bidang Keistimewaan Aceh, keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;



b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang Keistimewaan Aceh,
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaiantujuan kebijakan di bidang
Keistimewaan Aceh keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan ;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Hukum

Pasal 16

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 18
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi:




a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber
daya alam, dan administrasi pembangunan; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris
daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan
jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, Bagian Perekonomian dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber
daya alam; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.
Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 22

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan




kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Bagian Administrasi Pembangunan
menyelenggarakan fungsi:

a.

@

(2

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dibidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 24

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas;

a. menyusun dan mempersiapkan rencana Kkegiatan
penyusunan program pembangunan daerah;

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka
mempersiapkan program pembangunan daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan penyusunan program pembangunan
daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta
dalam rangka penyusunan sinergitas program
pembangunan daerah;

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam
rangka penyusunan program pembangunan daerah;

f. melaksanakan penyusunan program pembangunan
dalam rangka mengembangkan akses pembangunan
daerah;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
program pembangunan dalam rangka mengurangi
resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka
kelancaran program pembangunan daerah;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
program pembangunan daerah; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas;

a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan
program pembangunan daerah;

b. melaksanakan monitoring dan pelaporan
pelaksanaan program pembangunan daerah;

¢. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program pembangunan daerah;




d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan daerah;

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan
menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan
evaluasi program pembangunan daerah;

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi
pelaksanaan program pembangunan daerah;

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai
bahan perumusan kebijakan program pembangunan
daerah; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 25
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan Kkebijakan daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. Mengkoordini penyiapan bahan  pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Bagian Kelima
Asisten Administrasi Umum

Pasal 27
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan
kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan
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daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 27, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan

fungsi:

2. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan

komunikasi pimpinan;

penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang organisasi;

f penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan
ASN pada instansi daerah; dan

¢  pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1
Bagian Umum
Pasal 29
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a2 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usazha pimpinan, staf ahli Wali Kota dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli Wali Kota dan
kepegawalan, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan; dan

¢. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

e

Paragraf 2
Bagian Organisasi

Pasal 31
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan |
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan
kinerja dan reformasi birokrasi.

Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:



a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
1ata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

<. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijjakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi; dan;

2. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya,

a.

b,

£

Paragral 3
Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 33

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
malaksanakan panyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian  pelaksanaan tugas  Perangkat Daerah,
pomantanan dan ovaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang protokal, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi,

Pasal 34

Unmak mealaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
mempunyal fungsi:

a. panyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di  bidang
protokal, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

h  pznyapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Dasrah di  bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

. penyiapan bahan pamantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijjakan dasrah terkait protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumantasy;

d. polaksaaan fungsl lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya,

Pasal 35

Sud Bagian Protokal mempunyai tugas :

Melaksanakan tam@  protokoler  dalam  rangka
panyambutan tamu pemerintah dacrah;

Menyiapkan bahan koordinasi dan/ataun  fasilitasi
keprotokolan;

menyiapkan  bahan informasi acara dan  jadwal
kegiatan Repala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah;

melaksanakan  koordinasi dan  fasilitasi kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
pelaksanaan mgas kadinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala bagian sesual lndang tagasnya,



Bagian Keenam
Staf Ahli Wali Kota

Pasal 36

Staf Ahli Wali Kota, terdiri dari:

a.
b
c,

Q)

@

(1)

(2)

()

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
Staf Ahli Bidang Kesitimewaan Sumber Daya Manusia
dan Keuangan.

Pasal 37

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a,

mempunyai tugas, memberikan telaahan bidang

pemerintahan, hukum dan politik.

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum

dan Politik mempunyai fungsi;

a. pemberian saran, masukan dan pertimbangan
kepada Wali Kota untuk merumuskan kebijakan yang
akan dilaksanakan dalam bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;

b. pemberian saran, masukan dan pertimbangan
kepada Wali Kota untuk pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik;

c. perumusan telaahan staf kepada Wali Kota terhadap
suatu permasalahan dan memberikan alternatif
penyelesaian masalah bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali
Kota.

Pasal 38

Staf Ahli Bidang Perekonomian Dan Pembangunan,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b,

mempunyai tugas memberikan telaahan bidang

perekonomian, keuangan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Staf Ahli Bidang Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi;

a. pemberian saran, masukan dan pertimbangan
kepada Wali Kota untuk merumuskan kebijakan yang
akan dilaksanakan dalam bidang Perekonomian dan
Pembangunan;

b. pemberian saran, masukan dan pertimbangan
kepada Wali Kota untuk pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam bidang Perekonomian dan
Pembangunan;

c. perumusan telaahan staf kepada Wali Kota terhadap
suatu permasalahan dan memberikan alternatif
penyelesaian masalah bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali
Kota.

Pasal 39
Staf Ahli Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia
dan Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36



()

huruf ¢ mempunyai tugas memberikan telaahan bidang

Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Staf Ahli Bidang Keistimewaan Sumber

Daya Manusia dan Kerjasama mempunyai fungsi;

a. pemberian saran, masukan dan pertimbangan
kepada Wali Kota untuk merumuskan kebijakan yang
akan dilaksanakan dalam bidang Keistimewaan
Sumber Daya Manusia dan Kerjasama;

b. pemberian saran, masukan dan pertimbangan
kepada Wali Kota untuk pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam bidang Keistimewaan Sumber
Daya Manusia dan Kerjasama;

¢. perumusan telazhan staf kepada Wali Kota terhadap
suatu permasalahan dan memberikan alternatif
penyelesaian masalah bidang Keistimewaan Sumber
Daya Manusia dan Kerjasama; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali
Kota.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Jabatan Fungsional dapat ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(1)

2

@

4)

1y

Pasal 41
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.
Dzlam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terdiri
atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a
berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh
pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas.
Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 42
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 terdiri atas berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya vang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sehegaimans
dimaksud pada ayat (1) ditentuken bergdaserrns
kebutuhan yang didasari ates analisis jebsisn dan Lebun
kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jeheisn Fungsivnsl
scbagaimana dimaksud pada zyat (1) sesusl dengac
ketentuan  peraturan  perundang-undsngpn Yoy
mengatur jabatan fungsionsl masing-mesing,

BAB VI
TATA KERJIA

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugasnyz Sekretoris Dacrab,
Asisten, Kepala Bagian dan Kepalz Sublagise
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisss
dan simplikasi baik interen mazupun zoiar sl
organisasi lainnya, sesuai dengan tugss pokok mssing-
masing,

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungao
Sekretariat Daerah wajib melzksangken Sisiom
Pengendalian Internal Pemerintzah,

Pasal 44

(1) Dalam hal Wali Kota/Wakil Wzli Kotz fidzk fLapal
menjalankan tugasnya karena berhzlangzn, mzkz Wil
Kota/Wakil Wali Kota menunjuk Seckretzris Dacrzo
untuk mewakili Wali Kota/Wakil Wzli Kotz

(2) Dalam hal Sekretaris Daerzh tidzk dapat menjzlznizn
tugasnya karena berhalengan, mzka Sekrelanis
menunjuk salah satu Asisten atzu Staf Anl uniuk
mewakili Sekretaris Daerah.

(3) Dalam hal Asisten, tidak dapat menjalankan tugssnyz
karena berhalangan, maka Sekretaris Daerzh menunjuk
salah seorang Kepala Bagian untuk mewzkili Asisten.

(4) Dalam hal Kepala Bagian tidzk dapzt menjzlznzzn
tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris Daerzn
menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Pejabz
Fungsional untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 45
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gunz masing
masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerzh dapes
mendelegasikan kewenangan tertentu  kepada pejaba
setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Perzturan
Perundang- undangan.

Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenzi penunjuken pejzbat vang

mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman padz
ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 47

(1) Sekretaris Daerah dalam melaksanzkan tugas dao
fungsinya harus menerapkan sistern zkuntziiiizs
kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas Jinerjz instans
pemerintah sebagaimana dimzksud padz avat
dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi 4 inglkungan
Sekretariat Daerah.



Pasal 48

(1) Sekretariat Daerah menyusun peta proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat
Daerah.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 49
Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati
mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Pasal 50

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah dapat
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat
setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 52

(1) Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul dari Wali Kota sesuai ketentuan
perundang-undangan.

(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian
diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(3) Jabatan Fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan
Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan seusai
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53
(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian
ditetapkan sesuai dengan Peraturan

Perundangundangan.

(2) Penentuan Kebutuhan jenis dan jumlah jabatan
fungsional dilakukan melalui metode analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

Pasal 54
Eselonering pada jabatan Sckretariat Dacrah sebagai berikut:
a,  Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi

pratama dengan esclon Il.a;
b. Asisten merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama
dengan esclon IL.b;

c¢. Staf Ahli Wali Kota merupakan jabatan pimpinan tinggi
pratama dengan esclon I1.b;



d. Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan

eselon IIl.a;
e. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan
eselon IV.a;
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
Sekretariat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan
Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan
pelaksanaan penyesuaian sistem kerja.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, tetap
menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan
ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan
bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta
Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan oleh Wali
Kota;

(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan pemangku jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan Oleh Wali
Kota;

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan oleh Wali
Kota;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka;
Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 95 Tahun 2020
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2020
Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan




X

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 18 Maret 2025 M
18 Ramadhan 144/ H

WALI KOTA SUBULUSSAL.

y
L

Diundangkan di Subululssalam

pada tanggal 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

SEKRETARIS DAERAH

| __KOTA SUBULUSSALAM
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